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ABSTRAK 

Bumi Indonesia tentu sangat kaya raya dan melimpah akan sumber daya alamnya, 
tentu pemafaatan sebesar-besarnya untuk kemakuran rakyat merupakan hal yang 
harus dilaksankan oleh negara, sebagaimana juga amanat konstitusi UUD NRI 
1945 Pasal 33 ayat (3). Salah satu potensi sumber daya alam ialah (Minerba) 
Mineral dan Batubara, dimana masih menjadi komoditas utama dalam penopang 
perekonomian nasional, selain itu, dari pertambangan Minerba juga masih 
menjadi penyumbang penerimaan Negara yang cukup besar serta sektor utama 
dalam  ketahanan energi mauapun kedaulatan energi.  

Namun dalam pelaksanan perizinan pertambangan Minerba tersebut masih 
menajadi problematik dan terjadi Tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Mineral dan Batubara, menjadi diskursus untuk dikaji lebih jauh, 
salah satunya bagaimana tinjauan otonomi daerah dalam perizinan tersebut? serta 
sudahkan terbangun harmonisasi dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah saat 
ini? Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan literature research 
(penelitian kepustakaan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni 
pendekatan yuridis-normatif.  

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan 
hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum 
sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini diantaranya meliputi teori perundang-undangan, teori 
otonomi daerah, dan teori kewenangan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa, perizinan pertambangan mineral dan batubara  sebagaimana termuat 
dalam Undang-Undang Minerba, sangat bertolak belakang dari prinsip otonomi 
daerah maupun bertentangan  konstitusi negara UUD 1945 yang telah 
mengamanatkan, bahwa pemanfatan sumber daya alam antara pemerintah pusat 
dan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras. Walaupun secara subtansi muatan 
tidak ada tumpang tindih dengan Undang-Undang lain termasuk Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah. 

Kata Kunci : Perizinan, Pertambangan Minerba, Otonomi Daerah 
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ABSTRACT 

Bumi Indonesia is certainly very rich and abundant in natural resources, of 
course the maximum use for the welfare of the people is something that must be 
done by the state, as is also the mandate of the 1945 Constitution Article 33 
paragraph 3.One of the potential natural resources is (Minerba). Mineral and 
Coal, which are still the main commodities in supporting the national economy, in 
addition, from Minerba mining is also a significant contributor to State revenues 
and a major sector in energy security and energy sovereignty. However, in the 
implementation of Minerba mining permits it is still problematic and there is a tug 
of war between the central and regional governments, after the issuance of Law 
Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal, it becomes a discourse for 
further study, one of which is how regional autonomy is reviewed in the licensing? 
and have harmonization been built with the current Regional Government Law? 
This research is included in normative research with literature research (library 
research). The approach used in this research is the juridical-normative 
approach. The legal materials used in this research include primary legal 
materials in the form of several laws and regulations as well as secondary legal 
materials which include books, scientific journals, and others. The theories used 
in this research include legislation theory, regional autonomy theory, and 
authority theory.The results of this study can be concluded that, mineral and coal 
mining permits as contained in the Mineba Law, are very different from the 
principle of regional autonomy and contradict the 1945 constitution which has 
mandated that the use of natural resources between the central and regional 
governments is carried out in an appropriate manner. fair and in harmony. 
Although in substance there is no overlap with other laws, including the Regional 
Government Law. 

Keywords: Licensing, Mineral and Coal Mining, Regional Autonomy 
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“Urip ora gampang, kabeh dilakoni kanti ngelmu lan laku” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian 

pertambangan dan hingga saat ini Indonesia memiliki ketergantungan tinggi 

terhadap bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan. 1 Konstitusi 

negara Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan secara 

jelas menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat”.Melalui landsasan konstitusional inilah negara diberikan 

wewenang yang didelegasikan kepada pemerintah untuk dijalankan dengan 

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi terwujudnya tujuan negara yakni 

memajukan kesejahteraan umum. Namun dalam implementasinya, negara 

acapkali dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan 

kerugian lingkungan dan sosial, termasuk menyeimbangkan pertumbuhan dan 

pemerataan. Refleksi saat ini adalah penguasaan negara lebih mendominasi 

pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbangan dalam hal regulasi maupun 

kebijakan pengelolaan2. Dalam hal ini keberimbangan antara pemerintah pusat 

____________________________ 

1.Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012),hlm 103. 

2 Ibid 
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dan daerah dalam pengelolaan terhadap sumber daya alam menjadi sebuah 

keniscayaan. Pun demikan, konstitusi negara telah juga mengatur secara eksplisit 

dalam pasal 18 A ayat 2 yang menyatakan bahwa  

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam 
dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 
undang undang. 

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa mineral dan batubara atau sering 

disebut (Minerba) menjadi salah satu kekayaan alam yang terkandung dalam perut 

bumi Indonesia, yang memang potensinya begitu besar serta menjadi penompang 

perekonomian nasional. Menurut catatan Kementerian ESDM (Energi dan 

Sumber Daya Mineral), sektor mineral dan batu bara masih menjadi salah satu 

penyumbang penerimaan Negara yang cukup besar. Tercatat hingga Juni 2018, 

mengalir Rp 20,1 triliun ke kas negara yang berasal dari royalti, penjualan hasil 

tambang, dan iuran tetap minerba, sedangkan peningkatan total sumber daya dan 

cadangan batubara nasional,dari yang semula 125 miliar ton sumber daya dan 25 

miliar ton cadangan di tahun 2017, menjadi sekitar 166 miliar ton sumberdaya dan 

37 miliar ton cadangan.3 Berkaca pada data tersebut, memang batubara masih 

menjadi sektor utama dalam ketahanan energi mauapun kedaulatan energi. Oleh 

karena itu,tentunya negara dalam mengelolanya tidak boleh serampangan maupun 

ugal-ugalan dalam membuat segala regulasi dan kebijakan yang merugikan 

____________________________ 

3 “Rekonsiliasi Data: Sumber Daya Batubara Indonesia Kini 166 Miliar Ton, Cadangan 
37 Miliar Ton”,https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/rekonsiliasi-data-sumber-
daya-batubara-Indonesia-kini-166-miliar-ton-cadangan-37-miliar-ton,akses 30 September 2020. 
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kepetingan umum (rakyat), yang tentunya titik tekan terpenting dari itu semua 

ialah bahwa negara harus profesioanl, optimal, efisien, transparan, berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan,serta harus memperoleh manfaat sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.  

Selaras dengan itu, arti pentingnya pengelolaan sumber daya alam berupa 

bahan tambang mineral dan batu bara terlihat dari diktum menimbang Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menurut penulis mengandung beberapa hal,  

yaitu:  

1. Berperan penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak;  
2. Dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat;  
3. Mendorong perekonomian nasional dan daerah secara berkelanjutan;  
4. Pengelolaannya mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan 

berwawasan lingkungan. 

Dalam Penjelasan Umum, dijabarkan pokok-pokok pikiran Undang 

Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, yaitu:  

a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan 

dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pendayagunaannya 

dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama 

dengan pelaku usaha.  

b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha 

yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun 

masyarakat setempat  untuk melakukan pengusahaan mineral dan 

batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, 

diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing. 
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c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, 

pengelolaan  pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan 

berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang 

melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.  

d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial 

yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.  

e. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan 

wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha 

kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang 

pertambangan.  

f. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan 

usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan 

prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.4 

Suatu hal yang mendasar dalam pertambangan adalah terkait dengan 

masalah perizinan, karena memang perizinan merupakan pintu utama dalam 

seluruh aspek kegiatan usaha pertambangan batubara. Sedangkan menurut 

Philipus M. Hadjon sebagaimana Diana Yusyanti, bahwa perizinan merupakan 

kategori terpenting dari keputusan administrasi, Negara (beschikking) yang 

berbentuk keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan 

____________________________ 

4  Dwi Haryadi, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara, (Bangka 
Belitung: UBB Press, 2018), hlm. 19-20. 
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ketentuan ketentuan perintah 5  Di samping itu, dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam 

hukum administrasi negara sebagai sarana untuk mengendalikan tingkah laku dan 

tindakan warga masyarakat serta suatu tindakan yang karena alasan kepentingan 

umum mengharuskan pengawasan khusus dari pemerintah.6 

Maka dari itu segala aktivitas kegiatan pertambangan harus diatur dalam 

hukum positif secara kongkrit, jelas dan tegas dengan tetap berpegang pada 

prinsip keadilan serta prinsip good governace, hal tersebut senada apa yang 

diungkapkan oleh Prayudi Atmosudiro, bahwa fungsi pemerintah adalah 

menyelenggarakan undang-undang secara konkret, kasual dan idividual7. Sebagai 

sesuatu hal mutlak yang dilakukan mekanisme perizinan pertambangan dalam 

beberapa waktu baik sebelum atau setelah era otonomi daerah mengalami 

perubahan terutama dalam hal kewenangan perizinan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Dalam kenyataannya memang banyak sekali tumpah tindih 

ataupun disharmonisasi dalam muatan perundang-undangan terkait pertambangan 

dan juga pemerintahan daerah, titik tekan dari hal tersebut ialah lebih pada proses 

kewenangan pemberian izin pertambangan. 

____________________________ 

5  Diana Yusyanti, “Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan 
Batubara Pada Era Otonomi Daerah,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 No. 3 
(September 2016) hlm 316. 

6  Philipus Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga, 1992), hlm 4. 

7 Prayudi Atmosudiro, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), 
hlm 50. 
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Diawali dari terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan,dimana materi subtansi UU tersebut 

sangat sentralistik,segala hal terkait perizinan dikomandoi pemerintah. 

Selanjutnya, bergulirnya reformasi membuka peluang berlangsunya otonomi 

daerah, hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

daerah. Berdasarkan Pasal 10 UU tersebut menyatakan “Daerah berwenang 

mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung 

jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”. Dari pasal tersebut timbul penafsiran bahwa pengurusan dan 

pengaturan dan pengaturan pertambangan juga termasuk yang telah diserahkan 

kepada daerah otonom, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang 

memuat perincian pembagian kewenangan antara Pemerintah, provinsi dan 

Kabupaten/Kota ternyata urusan tersebut dalam hal ini pertambangan termasuk 

urusan yang juga diserahkan kepada daerah otonom,sehingga menjadi 

kewenangan pemerintah daerah.8 Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah banyak sekali perubahan yang 

memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam 

mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya dalam termasuk mineral dan 

____________________________ 

8 Tri Haryati, Era Baru Hukum Pertambangan, Di bawah Rezim UU No 4 Tahun 2009, 
(Jakarta: Pustaka Obor Indonesia,2015), hlm. 95-96. 
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batu bara 9 terkhusus pada sinkronisasi hubungan koordinatif Kabupten/Kota 

dengan Propinsi terkait dengan sinkronisasi pembuatan PERDA (Peraturan 

Daerah) karena masih banyak tumpang tindih regulasi yang dibuat oleh 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya, persoalan perizinan 

pertambangan mineral dan batu bara diatur secara khusus melalui Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009, dalam UU ini memberikan kewenangan yang 

seimbang antar Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah dengan dikenalnya rezim 

perizinnan tidak menggunakan kontrak, dimana sebagaian peran daerah (Provinsi 

dan Kabupaten/Kota) dapat terindentifikasi dalam UU ini.10. 

Sebagaimana dalam proses pengeluaran IUP (Izin Usaha Pertambangan) 

terlihat adanya pembagian peran secara jelas. Kemudian dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya 

mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi..” Disini jelas bahwa 

ada suatu tarik ulur terhadap persoalan perizinan pertambangan minerba yang 

tidak telibatnya pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaannya, dimana 

semuanya ditarik oleh Pemerintah pusat dan maupun didelegasikan pada 

Pemerintah Provinsi. Disamping itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Mineral dan Batubara praktis telah mengambil alih seluruh perizinan 
____________________________ 

9  Diana Yusyanti, “Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan 
Batubara Pada Era Otonomi Daerah,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 No. 3 September 
2011), hlm. 310. 

10 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm. 137. 
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pertambangan bidang Mineral dan Batubara, di mana semuanya menjadi 

tersentralisasi kepada Pemerintah Pusat, di mana Pemerintah Provinsi maupun 

Pemerintah Kabupaten/Kota, praktis tidak memiliki wewenang dalam perizininan 

pertambangan minerba. 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS 

PERBANDINGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN BIDANG MINERBA 

MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG 

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG 

NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tinjauan Otonomi daerah dalam pengaturan perizinan 

pertambangan minerba dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang Undang No 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah? 

2. Bagaimana Harmonisasi antara ke 2 Undang-Undang Tersebut terkait 

pengaturan tentang perizinan pertambagan minerba? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penyusun memliki 

tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menjelaskan dan memahami pengaturan 

perizininan pertambangan bidang minerba dalam Undang-Undang No 3 Tahun 

2020 Tentang  Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

tentang Pemertintahan Daerah dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan. 

2.  Untuk menjelaskan dan memahami Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. 

Maka hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa memberikan 

kegunaan sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Menambah dan memperkaya khasanah keilmuan maupun referensi 

ilmiah, serta pengembangan wawasan keilmuan Ilmu Hukum 

khususnya Hukum Pertambangan. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapakan, bisa memberi masukan terhadap 

Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan 

pertambangan minerba Disamping itu berharap agar lembaga 

legislasi dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bertindak cermat 

dalam memutuskan regulasi terkait dengan pengelolaan Minerba 

serta berharap menjadi masukan Dewan Perwakilan Daerah dalam 

perannya mengawal urusan kedaerahan 
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D. Telaah Pustaka 

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema yang diangkat oleh 

penyusun “Analisis Perizinan Pertambangan Bidang Minerba Menurut Undang-

Undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Dan Undang-Undang No 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Penulis menemukan beberapa 

literatur hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yakni sebagai 

berikut: 

Karya Ilmiah Pertama ditinjau dari skripsi yang disusun oleh Maylani 

Putri Gunavy dengan judul “Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di 

Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomot 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Perspetif Maqasyid asy syari’ah). 

Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2016.11 Penelitian ini membahas tentang penerbitan IUP dalam 

pengusahaaan minerba terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan 

Timur dengan analisis maqasyid as syariah. Berbeda dengan skripsi yang disusun 

oleh penyusun, skripsi ini akan membahas aspek harmonisasi perizinanan 

pertambangan minerba dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Mineral 

dan Batubara dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

____________________________ 

11 Maylani Putri Gunavy, Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan 
Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomot 4 Tahun 2009 tentang Pertambanagn Mineral 
dan Batubara Perspetif Maqasyid asy-Syari’ah), Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta,2016. 



11 

 

 

Karya Ilmiah Kedua ditinjau dari skripsi yang disusun oleh Prakoso Anto 

Nugroho dengan judul “Tinjauan Yuridis Izin Usaha Pertambangan Batubara 

Dalam Hal Investasi Berkaitan Dengan Moraturium Kehutanan”. Penelitian ini 

diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 201212. Peneleitian ini 

membahas tentang pengaturan investasi pertambangan dalam Undang-Undang 

Nomor 4 tahun 2009, dan Pengaturan di Kementerian Kehutanan yang berkaitan 

dengan izin pertambangan, serta kepastian hukum pertambangan setelah adanya. 

moratorium kehutanan. aspek harmonisasi perizinanan pertambangan minerba 

dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Minerba Dan Undang-Undang 

No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Karya Ilmiah Ketiga, ditinjau dari skripsi yang disusun oleh Asfi 

Nurfaddilah Sugiati yang berjudul “Pemberian Izin Usaha Pertambangan ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah” yang 

diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2017 13  Penelitian ini 

membahas izin kewenangan pertambangan serta kewenangan izin pertambangan 

yang berkepastian hukum. aspek harmonisasi perizinanan pertambangan minerba 

____________________________ 

12 Prakoso Anto Nugroho, Tinjauan Yuridis Izin Usaha Pertambangan Batubara Dalam 
Hal Investasi Berkaitan Dengan Moraturium Kehutanan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, 2012. 

13 Asfi Nurfaddilah Sugiati, Pemberian Izin Usaha Pertambangan ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember tahun, 2017. 
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dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang  Minerba Dan Undang-Undang 

No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Karya Ilmiah Keempat, ditinjau dari skripsi yang disusun oleh Anwar 

Habibi Siregar yang berjudul “Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum 

Islam dan Undang-Undang Minerba,” Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 201314. Penelitian ini 

membahas siapakah yang berhak mengelola barang tambang dalam hukum islam 

dan hukum positif. aspek harmonisasi perizinanan pertambangan minerba dalam 

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang  Minerba dan Undang-Undang No 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Otonomi Daerah 

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi 

berasal dari penggalan dari dua kata bahasa Yunani, yakni autos yang berarti 

sendiri dan nomos yang berati undang-undang. Otonomi bermakna membuat 

perundang-undangan sendiri, dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat 

dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaran 

pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Terdapat 2 jenis 

penggolongan otonomi yakni luas maupun terbatas. Otonomi terbatas yakni 

apabila segala urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan 

____________________________ 

14  Anwar Habibi Siregar, Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan 
Undang-Undang Minerba, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2013. 
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pengembangan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Lalu, apabila sistem 

supervise dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom 

kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan 

mengeurus rumah tangga daerahnya serta sistem hubungan keuangan antara pusat 

dan daerah menimbulkan keterbatasan kemampaun keuangan asli daerah yang 

membatasai ruang gerak otonomi daerah. Sedangkan, otonomi luas 

menitikberatkan pada prinsip bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya 

menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan 

pusat.15 Dalam Otonomi daerah setidaknya terdapat 3 asas dalam menyelenggaran 

urususan pemerintahan daerah yakni: 

a. Desentralisasi. 

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

daerah mendefinisikan pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 16 . 

Sedangkan menurut para ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefinisiskan 

sangat beragam. Menurut RDH Koesoemahatmadja, secara harfiah ialah 

melepaskan diri dari pusat, Joeniarto mendefinisikan desentralisasi meupakan 

wewenang dari Negara kepada pemerintah local untuk mengatur dan mengurus 

____________________________ 

15 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 
30. 

16 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (8). 
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urusan rumah tangganya. Sedangkan Irawan Soejito mengartikan desentralisasi 

sebagai pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk 

dilaksanakan. 17  Dari pemaknaan beberapa pakar dapat diklasifikasikan dalam 

beberapa hal, diantaranya: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan 

kekuasaan; (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; (3) 

desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian 

kekuasaan dan kewenangan; serta (4) desentralisasi sebagai sarana dalam 

pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.18 

b. Dekonsentrasi 

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

daerah mendefinisikan pengertian Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada 

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah 

tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung 

jawab urusan pemerintahan umum.19 

c. Tugas Pembantuan 

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 

daerah mendefinisikan  Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 

____________________________ 

17 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 
65. 

18 Untung Dwi Hananto,” Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah DAERAH,”Jurnal Undip, Vol. 4:2 (April 2011), hlm 205. 

19 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (8). 
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Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah 

provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Tujuan diberikannya 

tugas pembantuan (Medebewind) adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada 

masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk 

memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu 

mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan 

karakteristiknya20. 

2. Teori Kewenangan 

Secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan 

hukum publik, yang dijabarkan sebagai hak untuk menjalankan urusan 

pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi 

keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah. Pemerintah mempunyai 

kewenangan, sehingga berhak untuk mengeluarkan perintah, melakukan suatu 

perbuatan terntentu dan membuat suatu perundang-undangan. Menurut S.F. 

Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu 

tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang 

diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-

____________________________ 

20  Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono, Memahami Asas Tugas 
Pembantuan, (Bandung: Fokus Media, 2006), hlm 2. 
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hubungan hukum. Hal sama juga disampaikan oleh Ridwan HR bahwa 

kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah sesuai dengan prinsip negara hukum 

dan asas legalitas. Selain itu menurut Bagir manan sebgaimana dikutip Ridwan 

HR wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan 

(macht),kekuasaaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak 

berbuat,dalam hukum wewenang sekaligus berati hak dan kewajiban.21Maka dari 

itu wewenang tersebut berdsarkan pada peraturan perundang-undangan. Secara 

teoritik, kewenangan yang bersumberkan pada peraturan perundang-undangan itu 

memuat 3 (tiga) cara, sebagaimana didefinisikan oleh H.D van Wijk/ Wilem 

Konjinenbelt, yakni sebagai berikut:22 

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintahan. 

b. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari suatu organ 

pemerintah kepada organ pemerintahan lainnya. 

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan 

dijalankan oleh organ lain atas nama dirinya.23 

____________________________ 

21 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 
hlm 99. 

22 Sovia Hasanah, “Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat”, Hukum Online.com, 
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5816ab6ea74a7, diakses pada 4 September 2020. 
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Selanjutnya, dalam penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, 

maupun pelaksannan wewenang tunduk pada batasan-batasan yuridis, terdapat 

aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis. Disamping itu, dalam negara hukum juga 

dianut prinsip bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus disertai 

dengan pertanggungjawab hukum.24 

3. Teori Perundang-Undangan 

Secara harfiah perundang-undangan berasal dari istilah “Undang-Undang”, 

dengan awalan “per” dan akhiran “an”. Imbuhan Per-an menunjukkan arti dari 

segala hal yang berhubungan dengan undang undang. Sedangkan secara maknawi, 

pengertian perundang-undangan belum ada kesepakatan dikalangan para ahli 

hukum. Ketidaksepakatan para ahli hukum sebagian besar ketika sampai pada 

persoalan apakah perundang-undangan mengandung arti proses pembuatan atau 

mengandung arti hasil (produk) dari pembuatan perundang-undangan. Istilah 

perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau 

pembuatan keseluruhan Peraturan Negara, sedangkan istilah peraturan perundang-

undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam Peraturan 

Negara. Dalam arti lain Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang 

dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk 

hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat 

oleh Pejabat Lembaga yang berwenang. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 12 

____________________________ 

24 Ibid, hlm. 109. 
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Tahun 2012 tentang Pembentukan perundang-undangan, peraturan perundang-

undangan didefinisikan sebagai pertauran tertulis yang memuat norma hokum 

yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara 

atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Berdasar pada pengertian-pengertian diatas, kiranya dapat 

ditegaskan bahwa “hukum” adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat 

oleh yang berwenang, sedangkan “perundang-undangan” adalah proses dan teknik 

penyusunan dari himpunan peraturan hukum. Dengan demikian dapat menarik 

sebuah garis besar bahwa suatu hukum harus diproduksi sebagai produk hukum 

dengan sebuah proses dan teknik yang kemudian disebut sebagai Peraturan 

Perundang-undangan.25 

Sebagai Negara hukum, tentunya segala aspek yang menyangkut 

kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Begitupun 

pemerintahan harus sesuai dengan sistem hukum nasional,karena prinsip Negara 

hukum yang dianut Indonesia adalah Negara hukum modern,yaitu Negara hukum 

pancasila,maka fungsi peraturang perundang-undangan menjadi instrument 

terpenting dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-

cita yang diharapakan sesuai dengan tujuan negara.26 Disamping itu dalam aspek 

pembentukan perundang-undangan harus memenuhi kaidah-kaidah hukum Di 

____________________________ 

25 Roy Marthen Monthy, Ilmu Perundang-undangan, (Makasar: Perpusnas, 2017), hlm 
13. 

26 Rahendro Jati,”Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang 
yang Responsfif”, Jurnal Rechtvinding, Vol 1 No 2, Desember 2012 
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dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, asas di bagi menjadi dua, yaitu asas Pembentukan 

Perundang-undangan dan asas Materi muatan Perundang-undangan.  

a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik 

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang baik, yang meliputi:  

1) Asas kejelasan tujuan;  
2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;  
3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;  
4) Asas dapat dilaksanakan;  
5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;  
6) Asas kejelasan rumusan; dan  
7) Asas keterbukaan. 

b. Asas Materi muatan Peraturan Perundang-undangan 

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 
asas: 

1) Asas pengayoman;  
2) Asas kemanusiaan;  
3) Asas kebangsaan;  
4) Asas kekeluargaan;  
5) Asas kenusantaraan;  
6) Asas bhinneka tunggal ika;  
7) Asas keadilan;  
8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;  
9) Asas ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau  
10) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.27 

Sementara itu menurut ahli sebagaimana dikemukakan oleh 

A.HamidS.Attamini sebagaimana dikutip oleh Maria Farida yang mengatakan 

____________________________ 

27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-
undangan. 
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bahwa pembentukan peraturan perundang–undangan Indonesia yang patut akan 

mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara hukum yang 

tidak lain adalah Pancasila, yang oleh A. Hamid S. Attamimi diistilahkan sebagai 

bintang pemandu, prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, di mana sebuah 

negara menganut paham konstitusi. 

Lebih lanjut mengenai asas hukum, A. Hamid. S. Attamimi, mengatakan 

jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya 

sebagai berikut:  

a. Asas–asas formal:  

1) Asas tujuan yang jelas.  
2) Asas perlunya pengaturan.  
3) Asas organ / lembaga yang tepat.  
4) Asas materi muatan yang tepat.  
5) Asas dapat dilaksanakan.  
6) Asas dapat dikenali. 

b. Asas–asas materiil:  

Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental 

Negara yakni:  

1) Asas sesuai dengan hukum dasar negara.  

2) Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum.  

3) Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.  

Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, pada 

dasarnya menunjuk pada bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan 

dibuat, baik dari segi materi-materi yang harus dimuat dalam peraturan 
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perundang-undangan, cara atau teknik pembuatannya, akurasi organ pembentuk, 

dan lain-lain.28 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Peneleitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (library 

research) yaitu penyusun dalam mencari atau menemukan data-data penelitian 

berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensklopedi, kamus, dokumen, 

majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian. 29  Peniltian 

pustaka ini dilimitasi terhadap kegiatan berkaitan dengan bahan-bahan koleksi 

perpustakaan saja, tanpa membutuhkan sumber dari data empiris. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penyusun akan menguraikan secara 

sistematik tentang perizinanan pertambangan bidang minerba dalam Undang-

Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba dan Undang-Undang No 23 Tahun 

2014. 

____________________________ 

28 Maria Farida Indarti, Ilmu Perundang-Undangan,(Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 
hlm 310. 

 

29 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra’, Vol. 08:01, (Mei 2014), 
hlm. 68. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis-

normatif. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan karena penyusun dalam risetnya 

mengumpulkan teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan langsung maupun tidak berkaitan secara langsung dalam pengaturan 

perizinan pertambangan bidang minerba serta dan beberapa aspek yang akan 

penyusun tinjau adalah dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. 

4. Bahan Hukum Penelitian 

Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam melengkapi penelitian ini, yakni 

bahan primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum 

primer merupakan bahan hukum yang memiki kaitan secara langsung dengan 

dalam pengaturan perizinan pertambangan bidang minerba. 

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan pertambangan bidang 

minerba mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945,Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan,Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemernitahan Daerah,Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 

tentang Minerba,Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Bahan 

hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikanpenjelasan terhadap 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, 

maupun artikel-artikel serta hasil pendapat ahli yang berhubungan dengan obyek 



23 

 

 

kajian. Sedangkan bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan 

ensiklopedia. 

5. Metode Analisis 

Untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang penyusun lakukan dalam 

penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian 

penyusun menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dalam menarik kesimpulan 

dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perizinan Pertambangan Bidang 

Minerba Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Minerba Dan 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, maka 

sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara 

tersusun adalah sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sitematika pembahasan yang 

menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. 

Bab kedua berisikan tinjauan teoritis terkait teori otonomi daerah,teori 

kewenangan dan teori peundang-undangan yang akan dijadikan sebagai pisau 

analisis rumusan masalah. 
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Bab ketiga membahas tentang proses dan mekanisme perizinan 

pertambangan bidang minerba dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya 

serta Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Undang-Undang No 

23 Tahun 2014 tentang Pemertintah Daerah serta Undang-Undang No 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja. 

Bab keempat berisi analisis hasil penelitian yang menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini mengenai tinjauan Otonomi Daerah dan Harmonisasi 

dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Undang-Undang 

No 23 Tahun 2014 tentang Pemertintah Daerah sudah terjadi harmonisasi. 

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran 

atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk 

memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun sampaikan di atas, dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ketentuan perizinan pertambangan mineral dan batubara  sebagaimana 

termuat dalam Undang-Undang No 3 Tahun  2020 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, mengatur bahwa segala bentuk izin usaha 

pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat kecuali perizinanan 

SIPB dan IPR  yang dapat didelegasikan kewenangannya pada pemerintah 

daerah. Maka otomatis kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber 

daya alam (mineral dan batubara) menjadi hilang, hal ini sangat bertolak 

belakang dari prinsip otonomi daerah maupun bertentangan  konstitusi 

negara yakni Pasal 18A ayat 2 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Hubungan 

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber 

daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur 

dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. 

Walaupun sebenarnya dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah telah menunjukan semangat otonomi daerah dengan 

adanya pembagian kewenangan urusan pusat dan daerah, namun terbitnya 
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UU Minerba ini praktis telah mendelegitimasi kewenangan pemerintah 

daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Pemda tersebut. 

2. Harmonisasi dalam kedua perundang-undangan,  dapat kita dari kacamata 

asas perundang-undangan, yaitu Lex sepcialis deroget legi generali, pada 

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bersifat Lex generali, 

karena sifat peraturannya umum dengan hanya mengatur kewenagan 

dalam izin pertambangan. Sedangkan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 

2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan Lex 

specialis yang bersifat peraturan khusus dalam seluruh aspek yang 

berkaitan dengan pertambangan minerba juga termasuk substansi 

perizinan didalamnya, selain itupun dalam asas lain Lex posteriori deroget 

legi priori yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan 

peraturan yang lama, dalam hal ini UU Minerba merupakan peraturan 

yang terbaru, makan secara otomatis menegasikan peraturan perundang-

undangan lain yang juga mengatur perihal izin minerba termasuk UU 

PEMDA.  

B. Saran 

1. Pemangku kebijakan dalam hal ini Pemerintah maupun DPR, dalam. 

membuat kebijakan harus paham betul terhadap undang-undang yang 

sedang dibentuk. Mengetahui dengan komprehensif undang-undang apa 

saja yang terkait dengan undang-undang yang sedang dibentuk atau 

disusun. Mungkin kedepan pembuat undang-undang perlu menerapakan 
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metode omnibus dalam sumber daya alam sehingga regulasi dalam 

pengaturan sumber daya alam tidak terpecah-pecah dan saling tumpang 

tindih. 

2. Kebijakan mengenai regulasi pertambangan mineral dan Batubara terlebih 

dahulu dievaluasi secara menyeluruh, untuk kemudian menentukan grand 

design, prinsip, dan tujuan yang akan dicapai dari penataan regulasi 

tersebut. Sehingga setiap regulasi yang dirumuskan dan diundangkan 

memiliki harmoni satu sama lain dan dapat diterapkan dalam menjawab 

kebutuhan yang ada. Selain itu juga diperlukan political will dari 

pemangku kebijakan agar peraturan yang dibuat tetap berorientasi pada 

tujuan Pasal 18 ayat 5 dan 33 ayat 3 UUD 1945 serta berkelanjutan. 
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7. Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

8. Komunitas Permehati Konstitusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

Hormat Saya 

 

 

Amien Fajar Khuzaeni 
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